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TENTANG

PERUBAHAN KEEMPKI‘ ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 30

 TAHUN 2015 TENTAN(: PEBOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA )ESA' '

Mengingat

DENGAN RAHMAT T UHAN YAN G MAHA ESA

¥ BUPATI BOMBANA

. ‘Béhwa untuk memndak]anjutl Pasal 3 dan Pasal 20

I

4 Peratumn Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun
2017 tentang - Perubahan Atas Peraturan Daerah o
Jbupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
3 Cara Pemilihan Kepala Desa ‘maka perlu dilakukan
pe‘rubahan dan penyesuaian; i

s bahwa berdasarkan perhmbangan sebagmmana dlmaksud :
fdalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati

Bombana tentang Perubahan keempat atas Peraturan

, Bu pati Bombana Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman‘
'Pe]Laksanaan Pemlhhan Kepa]a Desa e
i Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
<'Pgmbentukan Kabupaten Bombana Kabupaten Wakatoblk ;

dan Kabupaten Kolaka Utara di Provms:t Sulawesi
;Telclggara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun

2()03 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
: IndoneSIa Nomor 4339);

Unldang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

: (Icmbaran Negara Repubhk Indonesla ’I‘ahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubhk‘ :

InClonesxa Nomor 5495);

. Ur dang-Undang Nomor 23 Tahun 2()14 tentan’g
Pemerintahan | Daerah (Lembaran Negara Republik
Incionesm ’f‘ahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran S

‘Ne‘gara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagamlana e
telah - diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-‘ :
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua :

Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten‘ang
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‘,tP( menntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk;

. iﬁndonesxa ’Tahun 2015 Nomor 58 ’Tambahan Lembaran o
- Negara Repubhk Indonema Nomor 5679), : , ,
. Peraturan Pemenntah ‘Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembaglan Urusan Pemenntahan, antara Pemenntah _

Ehlis _Pemermman Daerah Provinsi dan Pemenntahan Daerah*
o Kallbupaten (Lembaran Negara Republik Indonesna Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan I Lembaran Nomor 4437); ‘
. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang.
~Peraturan  Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6

~ Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubhk
- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran;
- Negara Repubhk Indonesia Nomor 5539) sebagaimana a
- telah diubah dengan Peraturan Pemenntah ‘Nomor 47
w 'I‘a.hun 2915 tentang Peraturan Pelaksanaan Unglang—:; it
: Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Repubilk Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
~ Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesaa Nomor‘f" ~
5T i .
5. Peraturan Menten Balam Negen Nomor 119 Tahun 2@14‘ ‘
f tentang Pemﬂlhan Kepala Desa (Benta Negara Republik -
'Indonesm Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
- : diixbah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2917 tentang Peruhahan Atas Peraturan Menteri
) ',%,"Dalam Negerl Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan ;
L Kepala Desa (Benta Negara Repubi]k Indonesaa Tahun |
2017 Nomor 1221); .
o Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun .
7:2(’)?5 tentang Tata Cara Pemilihan Kepa]a Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah L
‘ Kajlmpaten Bombana Nomor 9 Tahun 2017 tentang
f'Perubahan atas Peraturan ‘Daerah’ Kabupaten Bombana
'N@flm)r 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemﬂlhan Kepala:
‘Desa [ ‘

MEMUTUSKAN

3 PERUE’TAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  BUPATI o
BOMBANA NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA o

Beberapa ketentuan dal.am Peraturan Bupatl Bombana Nomor 30 Tahun 2015 -

. ftentang Pedoman Pelaks.anaan Pemlhhan Kepala Desa diubah sebagm benku :




A A | Ke

2 tentuan Pasal 4
3 berbuny1 sebagal be rikut:

BAB IV

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA » : .

- Pasa14

: ,Pemlhhan Kepala Desa dﬂakukan secara serentak atau bergelombang'
! 'f;fdllaksanakan secara serentak dlseluruh w11ayah Kabupaten Bombana.

- Pemilihan Kep1

~ayat (1) dilaks:

waktu 6 (enam) tahun.:

~ Pelaksanaan

‘desa pada. setlap gelombang

. ‘Pelaksanaan

a gelombang

ayat ( ) huruf b dltambah sehmgga keseluruhan Pasal 4

ala Desa secara ‘serentak sebagalmana dimaksud pada: 1 i -
anakan bergelombang selama 3 (tlga) kall dalarn Jangka SR

' pem1l1han Kepala Desa bergelombang sebagalmana > : ¢ :
~}d1maksud pada ayat @) dllaksanakan pada han yang sama d1 seluruh‘g :

emlhhan Kepala Desa bergelombang sebagannana
dlmaksud pada ayat (3) pelaksanaannya adalah sebagai berlkut ,
I (pertama) dllaksanakan pada Tahun 2015 terdiri dar1

jDesa tapuahl ' ~ :
. Desa masaloka
. Desa masaloka barat
. Desa masaloka timur;
S5 »jDesa masaloka selatan
5. Desa mawar;
7. Desa tol1—toh

8. ?‘f;Desa lora s e

. Desa pulau tambako il

). Desa llano, e
. Desalaloa;
. Desa pomontoro
. Desa hambawa;
Desa tajuncu; :
. Desa watukalangkan,‘ e
Desa lampeantam ‘
7. Desararowatu; il
Desa lakomea, . e
Desa pangkun
.,Desa rau-rau;
. Desa lantowua;
. Desa vératumentade, e
. Desa hukaea;
4. Desa Wumbubangka cah
5. Desa marga jaya;
26. Desa tunas baru,
Desa rarongkeu



. Desa 1antar1
Desa pasareapua
0. Desa anugerah;
1. Desa langkowala
. Desa watu-watu;
3. Desa lomba kas1h
. Desa kalaero, e e
5. Desa tmablte, . e o
. Desa mambo; Selela e o
.- Desa teppoe .
;j.ﬁDeska lemos i e
9. Desa lamoare i :
 40. Desa terapung, e
41. Desa v»raemputtang,
.~'~Desa1aea = L
. ‘Desa kali baru Gy
. Desa akampong,
.?Desa batu putlh ﬁ
: ‘.;Fy'Desa paria; L
47. Desa poleondro
. Desa mulaeno;
o Desa mat1rowa.11e
( . Desa palhmae,
1. Desa pokurum
52. Desa édosa,
'  '.:,‘,Desa rak:

55. Desa bulumanai;
6. Desa p‘abblnng,

. Desa tlmbala o " 

. Desaranokomea;

). Desa toari bombana e

). Desa ba.lasan, 5 e
. Desa bambamohngku; e

.- Desa tontonunu; .

‘Desa tongkoseng, L

."Desa tetehaka; o

. Desa watumelomba, e

. ',Desa puu wonua;

.'Desa ambarema

. Desatoburi;

."Desa tanah poleang, o

. Desa karya baru;

1. Desa tampabulu, cEa

- 72. Desa pusuea; LA
73. Desa rompu rompu i

. Desa Lameong-meong, o S



T4 Defsa‘lawatuéa" -

140 g5 Desa baliara;

\ 76 Desa baliara selatan, i
. 77. Desa baliara kepulauan, el

 78. Desa rahantarl, f i i

B

L 79 Desa eemokolo;
S - 80. Desa tL:dubara

~ 81. Desa sangia makmur

~ 82. Desa larolanu;
83. Desa mbulasa

84, Desa Ilnaplla S
~ 85. Desa lamonggl, -
 86. Desa lengora;

8T, Desa lengora selatan o
~ 88. Desa ltlangora panta1

 89. Desa ulungkura

~ 90. Desa tangkeno;

9L Desa t'apuhaka

92, Desa b‘ungl-bungl
~ 93. Desa toh—toh e
% Desab'alo e

: _‘,9;5."Desa mbuburo Lo e
96. Desa rthadom, o

k 97 : ’Desa t1rongkotu LN e

. ’ 98 f 'ﬂDesa langkema
 99. Desa batuawu,f
100 Desa puu nunu;

101. Desa morengke

f‘ 102 Desa kolombl matausu e
 103.Desa wia-wia

e b DeSa Larete.

- 104. Desa lamury; | .

~ 105.Desa t‘otole L S ,
. gelombang I (kedua) d11aksanakan pada Tahun 20 18 terd1r1 darl
1. ,DesaLeboea, B S L :

 Desa Lantawonua,kg"jf .

~ Desa ’I“embe

- Desa Biru;

“Desa Rambaha e

Desa Pu Waeya G b

: Desa ahi Ite, o :

- Desa Matabundu, S

. Desa Analere;

~ 10. DesaEnano; e

1 Desa Pongkalf ero ﬁtan .
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c geldmbéiﬁg m (ket1ga) dllaksanakan pada Tahun 2020 terdiri darl
1. Desa Batusempe Indah e :

2. Desa Batulambun

(9]

‘r;:rqé,ﬁ% ,C:ff

3. Des Iampata Sria el e '
(Dalam halaL texjadl kekosongan Jabatan Kepala Desa dalam
. ;penyelenggar an pemlhhan kepala Desa serentak sebagalmana
~ dimaksud pada ayat (4), Bupat1 menunjuk PenJabat Kepala Desa. ;
f_PenJabat Kepala Desa sebaglmana dlmaksud pada ayat (5) berasal dari
 Pegawai Negen S1p11 d1 hngkup Pemenntah Daerah Kabupaten i
,:’,Bombana . : : : i

: f‘Ketentuan Pasal 1” ayat (1) huruf g dan Pasal 15 ayat (2) d1hapus sehmgga V
‘ keseluruhan Pasal 5 berbunyl sebaga1 benkut e : '

e _Pasa1'15j *

:Calon kepala esa wapb memenul‘u persaratan
ca
b.

~ undang-un

warga negalra Repubhk Indonesia;
bertaqwa. kepada tuhan yang maha esa; , :
memegang teguh dan mengamalkan pancasﬂa melaksanakan

‘terlarang la,mnya

 tidak perna_h sebaga1 kepala desa selama 3 (tiga) ] kah masa Jabatan
L om. ‘mendapatkan izin tertulis dari
- TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD;

3 ta mlangsung bag1 ASN

dang dasar negara repubhk indonesia tahun 1945, serta
 mempertahankan dan ‘memelihara keutuhan negara kesatuan 2
~ republik 1ndon631a dan bhlnneka tunggal ika; SR
o berpendldlkan pahng rendah tamat sekolah menengah pertama -
atau sederajat i L
l;beru81a pahng rendah 25 (dua puluh hma) tahun pada saat S
‘mendaftar; :
bersedia d1calonkan men_]adl kepala desa

: dlhapus, o ,

tidak sedang men_]alanl hukuman p1dana penJara o
~ tidak pernah dljatuhl pldana penjara berdasarkan putusan' e
pengadﬂan yang telah mempunyal kekuatan hukum tetap karena -

: ~melakukan tindak pldana yang ‘diancam dengan pldana penJara‘ ;
- pa11ng smékat S (llma) tahun atau 1eb1h kecuah 5 (lima) tahun

~ setelah selesa1 menJalam p1dana penjara ‘dan mengumumkan
 secara Jujur ~dan terbuka kepada o pubhk ‘bahwa yang
'kaibersangkutan pernah d1p1dana serta bukan sebaga1 pelaku
ke_]ahatan berulang—ulang, ; S : , :

. tidak sedang dlcabut hak p111hnya sesua1 dengan putusan Sy
«pengadllan yang telah mempunya1 kekuatan hukum tetap; E
".berbadan sehat dan bebas darl penyalahgunaan narkotlka dan obat : i



P
: ;}der

. : mendaftark

* ;dlhapus

i e : Ketentuan Pasal 1

i kkeﬁeluruhan Pasal 1

' Pei

,‘ ;sebagal berikut:

a.

L

S 2.
'pengadllan yang telah mempunya1 kekuatan hukum tetap, e
berbadan sehat dari ‘dokter rumah saklt pemerlntah S
dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotlka ‘dan  obat

terlarang lalnny
pemenksaan nar
. surat keterangar

surat keteranga

1

Yo | bahwa t1dak pern
Jabatan dalam wi

Masyarakat dan

1duduk desa yang ;
ayat (1) dapat mendaftarkan sebagal calon Kepala Desa kepada PPTD
1gan disertai dengan penyampa1an kelengkapan dokumen persyaratan'_{liz

fotocopy kartu tan
pejabat yang' ber
"fotocopy 1Jazah te
 fotocopy akta ke]
. dihapus; ‘
 surat keterangan
_tldak perna
e ‘pengadﬂan y Z
~ melakukan tindak pldana yang dlancam dengan p1dana penjara
’ ~;‘~pa11ng singkat 5 (11ma) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun“
. ‘}fsetelah selesal menjala_m pldana penjara dan mengumumkan secara
| jujur dan ter '
o d1p1dana serta bukan sebagal pelaku kejahatan berulang—ulang, Sl
tidak sedang - “dicabut hak p111hnya sesuai dengan putusan g .

*bebas temuan darl 1nspektorat kabupaten bag1 calon yang pernah,
menjabat sebagau Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan ASN yang &

n diri sebaga1 calon kepala desa; o

laporan penyelenggaraan pemermtahan desa akhlr masa Jabatan P
o «bag1 yang pernah menjabat Kepala Desa; = = ‘
. visi dan misi calon’ kepala desa secara tertuhs, , X e
bersed1a cuju bagl calon. kepala desa yang berasal darl Kepala Desa . e
. Perangkat Desa dan BPD; = L
. ‘;bersed1a berhenu dan keanggotaan Parta1 P011t1k _]1ka terp111h dan

fd1tetapkan sebaga1 Kepala Desa ‘ ~ e , :

Yang dlmaksud dengan 3 (t1ga) kall masa Jabatan Sebagalmana .
. dlmaksud Pa‘d?
‘ fﬁK‘ep‘a'la Desa.f"f

ayat_( 1) huruf 1 adalah 3 (tlga) kah d11ant1k sebagay"

8 huruf d dlhapus dan huruf g d1ubah sehmgga,
8 berbuny1 sebaga1 benkut fal e ,
Pasal 18

o4 memenuh1 syarat sebagaumana d1maksud dalam pasal? k

da pendudukb dan kartu keluarga yang dﬂegal1s1r oleh

rakh1r yang d1legahs1r oleh peJabat yang berwenang, o
ahlran yang dllega11s1r peJabat yang berwenang, ;

g dar1 pengadllan negerl yang menyatakan
h d13atuh1
ang telah mempunyal kekuatan hukum tetap karena

buka kepada pubhk bahwa yang bersangkutan pernah

a dari 1embaga/ instansi yang berwenang melakukan o
kouka dan obat terlarang, Do :

nah men_]abat sebagai kepala desa selama 3 kali masai :
layah negara kesatuan repubhk 1ndones1 7 h o
b

‘pidana  penjara berdasarkan putusan‘f"‘ iy

) dari Pemerlntah Daerah rnéialul Dlnas Pemberdayaan o o
Desa, dan surat pernyataan dari yang bersangkutan__" c



rsurat izin tertuhs dan atasan langsung i ‘
11 peJabat pem‘bma kepegawalan bag1 calon yang berasal darl ASN
2 p1mp1nan bag1 ‘TNI / POLRI

] 3. pimpinan bag1 pegawai BUMN/ BUMD

surat keterangan bebas temuan dan 1nspektorat kabupaten bagl yang :

:'sebelumnya pernah menjabat sebaga1 Kepala Desa, Perangkat Desa, E
5 BPD dan PNS/ASN ~ : T '
j- ,Laporan Penyelenggaraan Pemenntahan Desa akhlr masa Jabatan bag1

| yang pernah menjabat Kepala Desa;

. 4VISl dan Misi ca.hon kepala desa secara tertuhs =
. f'surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan
‘ bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2 memegang teguh dan mengamalkan Pancasﬂa, Undang—Undang] :
| A Dasar Negara Repubhk Indonesm Tahun 1945, mempertahankan, :
i dan memelihara. keutuhan Negara Kesatuan Repubhk Indones1a dan o
'Bh1nneka Tunggal Ika; o S :

G 3 bersedla d1c alonkan menjadl kepala desa

4. Vbersedla berhentl dar1 keanggotaan parta1 polltlk se_]ak dltetapkanb
e sebagal calon kepala desa ; e ,
5. bersedia cuti apablla d1tetapkan men_]adl calon kepala desa L
{ OEny Perangkat Desa dan BPD : s
6. tidak akan mengundurkan d1r1 setelah d1 tetapkan menJad1 calon bl
o 'tetap kepals desa. v o =
Surat cuti darl dar1 Bupat1 atau pejabat yang dltun_]uk oleh Bupatl‘x '

il tbag1 Kepala Desa dan Ketua atau anggota BPD

fSurat cut1 bag1 perangkat desa L
., Pas foto berwarna ukuran 4x6 pakalan bebas rapi sebanyak 4 lembar '

; p. Foto copy IJazah Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanavmyah
- dan atau pend1d1kan lam yang sederaJat dan IJazah sebelumnya yang'

sudah d11ega11snr dengan ketentuan sebaga1 benkut

. " 1 a. fotokop1 jazah/ STTB yang dllegahsa31 oleh kepala satuan

S .pendldlkan/ sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB ‘yang
| L bersangkutan dan Kepala Dinas Pendldlkan atau Kepala Kantor
:rKementenan Agama Kabupaten = o : ~ :

Ny ‘, “b. “fotokopi surat keterangan penggantl yang berpenghargaan sama
A f'dengan gazah / STTB yang dllegahsa81 oleh kepala satuan
i ;;pendlgdlkan /sekolah - yang mengeluarkan : 1Jazah/ STTB yang :

_bersangkutan dan Kepala Dinas Pend1d1kan atau Kepala Kantor ' " |

e *Kernentenan Agama Kabupaten, atau : :
~c. fotokopi surat keterangan berpend1d1kan sedera]at SLTP yangk

Lo ;,;dlbuktlkan dengan fotokop1 IJazah/ STTB yang dllegal1sas1 oleh
- Kepala Dinas Pendldlkan atau Kepala Kantor Kementenan Agama

- 'Kabupaten di Wllayah sekolah tersebut berada o , e

2 Apabﬂa sekolah t1dak beroperas1 1ag1 ‘atau dltutup, pengesahan, -

- fotokopi. IJazah /STTB dan ‘surat keterangan pengganti yang'

- berpenghargaan sama dengan 1Jazah/ S’I"I‘B d1legahsas1 oleh/K




| Dlnas Pendldlkan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementenank o
R Agama Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;,
Apabila  ijazah/ STTB karena sesuatu dan lain hal t1dak dapat
"':kfdltemukan atau hllang/ musnah, pelamar wajib menyertakan:

," :J,_fotokopl surat keterangan pengganu yang berpenghargaan sama ?
| dengan i
G pendldlkan/hsekolah yang mengeluarkan : 1Jazah / STTB yang R

ijazah/ STTB yang d11egahsas1 oleh kepala

o bersangkutan;

4. Apabila 1Jazah/ STTB karena sesuatu dan 1a1n hal t1dak dapat‘
. ditemukan ,
fmifn'bersekolah tidak beropcra31 1ag1 atau bergantl nama -atau telah
bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar
~ wajib menyertakan fotokop1 ;
'bemenghmgaan sama dengan 1Jazah/ STTB yang dlkeluarkan dan
S dllegahsas1 oleh Kepala D1nas Pendidikan Kabupaten atau Kepala S

Ttau h11ang/ musnah sedangkan sekolah tempat pelamar

surat keterangan penggantl yang

_ Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah dimaksud :
. pernah berdiri; '

i - - Indonesia
B ,fibersangku

PengesahanEL fotoknpl 1Jazah /STTB yang d1peroleh dan sekolahy :
i luar negerl dﬂakukan oleh kepala sekolah yang

[  Dasar danMenengah Kementenan Pend1d1kan dan Kebudayaan

: Pengesahan

o di Indone31a dan sekolah 1nternas1ona1 ~dilakukan oleh kepala'fl

| sekolah yan

A ;Aj?Pendldlkan
G Kebudayaan* :

7. ~Pengesahan

yang terakreditasi, sertifikat, dan

Dasar dan Menengah Kementerlan Pendldlkan dan

- fotocopy dokumen penyetaraan

o ijjazah/sertifi

satuan' i

dan/ atau D1rektur Jenderal Manajemen Pend1d1kan
fotokop1 ijazah/ S’I‘TB yang dlperoleh dari sekolah asmg L i
g bersangkutan dan/atau Dlrektur Jenderal Manajemen

, atas
1kat/ d1ploma yang dlperoleh dar1 sekolah dari negara G

lain dllakukan oleh D1rek’cur Jenderal Mana_]emen Pend1d1kan Dasar o
- ",-" dan Menengah Kementenan Pendldlkan dan Kebudayaan; : o
; Pengesahan fotokopi 1Jazah/ STTB syahadah dari satuan pend1d1kani .

surat keterangan

menerangkan kelulusan dan satuan pendldlkan ‘atau program

- pendidikan yang d1aku1 sama dengan kelulusan satuan pendidikan £

f Jenjang katégon ini adalah surat. keterangan laln yang menerangkan : |
© bahwa seseorang. dlangkat sebaga1 guru atau dosen berdasarkan

| '-keahhannya’ ~sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—7

- undangan dllakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau

~ Kepala ‘Dina

lain yang

Pendldlkan Kabupaten atau : Kepala Kantor'
. ;’Kementenan Agama Kabupaten,
9. Kepala satuan pend1d1kan/ sekolah atau Kepala Dmas Pendldlkan

 Kabupaten

- bertanggung
- pengganti y:

' menenma 1]

[ yang bersan

atau' Kepala Kantor Kementenan Agama Kabupaten /

ang berpenghargaan sama dengan 1Jazah/ STTB pernah |
azah / STT : yang berasal dan satuan pend1d1kan / sekolah‘;
gkutan - : L

y Jawab dan menJamm bahwa penenma surat keterangan :




'tias‘am =
Peréturziri Bupati ini mulal berlaku pada tanggal d1undangkan
~ Agar | setlap orang jdapat mengetahumya memenntahkan pengundangan'

""Peraturan Bupat1 1n1 cfengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten o
| f,.,Bombana e - ' " L el

- [__PARAF. KOORDINASL ] ‘Dltetapkan diRumbia
i “Lb o pada tan al MB\ 2018
[No TN T/SATUAN KERJA TRy DO el e 20

]

U'll.p. w NEEE -

'ﬁf;'iDiUnclangkan d1 Rumbla -
o pada tanggal 30 MP/\ , 2018

- ; SEKRET ' s DAERAH KABUPATEN BOMBANA




